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Abstrak

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering menghadapi tantangan dan hambatan yang kompleks
dengan berbagai sentimen negatif. Mengingat patriarki, budaya lokal dan struktur politik yang
diskriminatif terhadap perempuan masih banyak terjadi di titik-titik sektor strategis, baik wilayah domestik
maupun publik. Bersama mitra kerjasama yaitu Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK), program
pengabdian kepada masyarakat ini memfasilitasi perempuan untuk berdaya, dengan melakukan inisiasi
pengorganisasian dan mendorong program kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan. Urgensi
pemilihan sasaran isu yang menjadi fokus kegiatan mempertimbangkan upaya penanganan dan pencegahan
situasi atas permasalahan perempuan membutuhkan inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan.
Pemberdayaan perempuan diarahkan lewat pengorganisasian, bukan memberikan bantuan yang bersifat
jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan. Pengorganisasian dimaksudkan untuk meningkatkan
kemandirian perempuan agar mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta terlibat aktif dalam proses
pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam keluarga, masyarakat, dan sistem
negara. Dengan berorganisasi, potensi dan suara individu perempuan menjadi lebih kuat sehingga tidak
lagi diabaikan. Penguatan kepemimpinan perempuan juga terus didorong sebagai upaya untuk
meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik publik maupun
privat. Oleh karena itu, kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan diharapkan menghasilkan
perubahan yang dimulai dari diri perempuan tersebut, baik membangun kesadaran mengenai konsep diri
yang kuat dan mandiri, serta memiliki potensi dan kelebihan yang sama. Tak hanya itu, pada level yang
lebih tinggi, munculnya kesadaran dan aksi bersama membangun kekuatan perempuan untuk terlibat dalam
proses pengambilan keputusan dan penanganan (advokasi) masalah-masalah perempuan.

Kata Kunci: Organisasi, Kepemimpinan, Pemberdayaan perempuan
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1. Pendahuluan

Memahami isu-isu perempuan dalam beberapa dekade ini menjadi fokus berbagai
studi tentang perempuan. Mengingat diskriminasi terhadap perempuan masih banyak
terjadi di titik-titik sektor strategis, baik wilayah domestik maupun publik (Prastiwi et al.,
2024; Pradipta, 2017; Sohn 2015). Upaya penanganan dan pencegahan situasi atas
permasalahan perempuan membutuhkan inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan.
Beberapa studi tentang kepemimpinan perempuan menempatkan urgensi atas akses
terhadap kemampuan dan hak kepemimpinan kaum perempuan. Pada prinsipnya, potensi
perempuan dalam aspek keagamaan, kemampuan individu, sosial, dan budaya sebenarnya
sama dengan potensi laki-laki. Studi menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang
signifikan dalam potensi dasar antara keduanya (Habibah, 2015). Meskipun realitas sosial
menunjukkan negasi atas prinsip tersebut.
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Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan kecenderungan mereka
menempati posisi terbelakang disebabkan oleh beberapa faktor Tjokroaminoto (Hamka,
2013). Pertama, ada pemisahan peran maskulin/feminin yang dianggap sebagai hasil dari
determinasi biologis, yang sering mengakibatkan marginalisasi perempuan. Kedua,
terdapat pemisahan antara peran publik dan domestik yang berasal dari keyakinan bahwa
"peran perempuan adalah di rumah," yang pada akhirnya mempertahankan pembagian
antara fungsi produktif dan reproduktif antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, ada
konsep "beban kerja ganda" yang menegaskan bahwa tugas utama perempuan adalah
sebagai ibu rumah tangga, sehingga menghambat pengaktualisasian potensi perempuan
secara penuh. Keempat, adanya subordinasi dan peran marginal perempuan yang telah
menjadi bagian dari pandangan bahwa peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat
adalah sekunder. Secara empirik, temuan di kota Malang menunjukkan keadaan sosial
yang menempatkan peran perempuan sebagai istri yang lazim disebut sebagai "konco
wingking" atau teman di belakang (Subekti et al., 2020). Hal tersebut menandakan masih
terlihat persepsi posisi seorang perempuan berada di belakang laki-laki yang menjadi
suaminya. Seolah menunjukkan mitos ketidakmampuan perempuan.

Diskusi tentang kepemimpinan perempuan juga menimbulkan perdebatan di antara
beberapa kalangan, apalagi berkaitan dengan posisi sentral memimpin negara.
Perbincangan tentang kepemimpinan perempuan di ruang publik jauh lebih kompleks
daripada diskusi tentang kepemimpinan perempuan di dalam rumah tangga. Menurut
Umar (2001), perbedaan laki-laki dan perempuan tidak dimaksudkan untuk membedakan
keduanya dari segi derajat sosialnya. Kepemimpinan perempuan sering kali dianggap
sebagai usaha yang kurang didukung oleh penelitian yang mendalam. Oleh karena itu,
dalam kehidupan sehari-hari, perempuan sering menghadapi tantangan sosial yang
kompleks dan berbagai sentimen negatif. Ada yang menentang kepemimpinan perempuan
di lingkup publik, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada dalil, baik dari al-
Qur’an maupun hadis, yang melarang partisipasi aktif kaum perempuan dalam politik
(Zakaria, 2013).

Dilihat dari sudut pandang kehidupan sehari-hari, tantangan sosiologis dan budaya
seputar kepemimpinan perempuan sudah tidak relevan lagi. Upaya berkelanjutan menuju
kesetaraan gender dan gerakan feminis global telah membuka kemungkinan-kemungkinan
baru bagi kehidupan sosial kontemporer (Hartono, 2021). Ini adalah sebuah fenomena yang
tak dapat disangkal bahwa saat ini perempuan telah mengisi berbagai posisi kunci di
masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil (Fakih, 1996). Poin utama pada konteks
ini, bahwa perempuan juga memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dengan
laki-laki untuk terlibat secara luas dalam pembangunan.

Berdasarkan paparan di atas, tim pengabdian kepada masyarakat telah merumuskan
kegiatan guna mendukung upaya penguatan kepemimpinan perempuan. Tim
penyelenggara program pengabdian kepada masyarakat diantaranya Andy Ilman Hakim
dengan fokus bidang kajian Politik Lokal, Juwita Hayyuning Prastiwi yang memiliki
bidang kajian Gender dan Politik, serta Wimmy Haliim dengan fokus kajian kebijakan.
Untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tim telah bekerjasama dengan
Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK). Sekilas tentang KPuK yang merupakan
lembaga swadaya masyarakat di Malang. Didalamnya tergabung berbagai organisasi
perempuan dan individu dengan beragam latar belakang yang bermuara pada tujuan
melakukan perubahan pada kondisi dan posisi perempuan. KPuK digerakkan dengan
modal kerelawanan (volunteerism), menggalang potensi dan sumberdaya dari kalangan
senior dan kalangan muda yang memiliki perhatian pada isu perempuan, keadilan gender
dan inklusi sosial terutama di wilayah Malang Raya.
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Pemilihan sasaran isu yang menjadi fokus di atas menjadi penting, mengingat
beberapa data menunjukkan adanya kesenjangan-kesenjangan gender di berbagai bidang.
Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia, wilayah Malang Raya pada tahun 2020,
menunjukkan kabupaten Malang memiliki indeks terendah sebesar 70,36. Sedangkan
untuk dua wilayah lain yaitu Kota Malang dan Kota Batu berturut-turut memperoleh
capaian 81,45 dan 75,90. Pada tahun 2020 kemiskinan di Kabupaten Malang adalah
sebanyak 65560 jiwa dengan tingkat kedalaman kemiskinan sebesar 1,37 (BPS, 2020).
Sebagai bagian dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas yang komprehensif yang
berfokus pada penguatan kepemimpinan perempuan dan dukungan advokasi,
memperkuat keberadaan Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP) dan KPuK adalah
bentuk dukungan positif. Setidaknya kegiatan Penguatan Kepemimpinan Perempuan di
Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP) Malang menjadi bagian dalam upaya tersebut.
Sebab, persoalan kualitas pembangunan juga terkait dengan seberapa dalam perempuan
dilibatkan di dalam proses-proses tersebut. Keterlibatan dan penguatan kepemimpinan
perempuan ini penting mengingat perempuan memiliki kepentingan khusus akibat situasi
khas yang dialami perempuan sebagai satu kelompok. Di antara situasi-situasi tersebut
seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, termasuk aktivitas perempuan dalam
pekerjaan-pekerjaan reproduksi dan komunitas lainnya.

Kegiatan pengabdian ini berfokus pada pembahasan gender mainstreaming yang
dibatasi pada aspek perempuan. Secara umum, upaya pemenuhan gender mainstreaming
memang mengenal dua jenis kebutuhan gender, yakni kebutuhan praktis gender seperti
perbaikan layanan kesehatan, penyediaan air bersih, pemberian pelatihan, pemberian
modal usaha, dan sebagainya. Dan kebutuhan strategis gender, dimana upaya pemenuhan
kebutuhannya dapat ditempuh diantaranya melalui partisipasi yang setara dalam proses
pengambilan keputusan serta perubahan peraturan-peraturan hukum yang selama ini
meminggirkan perempuan. Pada poin-poin inilah sasaran program kegiatan pengabdian
kepada masyarakat difokuskan. Urgensi kegiatan-kegiatan penguatan kepemimpinan
perempuan diharapkan menghasilkan perubahan yang dimulai dari diri perempuan
tersebut, baik membangun kesadaran mengenai konsep diri yang kuat dan mandiri, serta
memiliki potensi dan kelebihan yang sama. Tak hanya itu, pada level yang lebih tinggi,
munculnya kesadaran dan aksi bersama membangun kekuatan perempuan untuk terlibat
dalam proses pengambilan keputusan dan penanganan (advokasi) masalah-masalah
perempuan.

2.Metode

Terdapat beberapa metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat guna
mencapai tujuan yang ditentukan untuk menyelesaikan permasalahan mitra. Secara umum
hal penting yang menjadi capaian target meliputi pemetaan unsur kebutuhan dan
penunjang penguatan kepemimpinan perempuan, serta terselenggaranya program
penguatan melalui pelatihan di RKP Griya Baca Malang. Sasaran kegiatan pengabdian
kepada masyarakat adalah masyarakat perempuan yang melibatkan KPuK, tim
pengabdian, serta masyarakat perempuan di Malang.
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Gambar 1. Proses Kegiatan Program Penguatan Kepemimpinan Perempuan

Gambar 1 menunjukkan tahapan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat guna
mencapai tujuan. Pihak yang terlibat meliputi tim pengabdian masyarakat, KPuK, serta
kelompok perempuan yang tergabung dalam RKP Griya Baca Malang. Metode
pelaksanaan program penguatan kepemimpinan perempuan dilakukan melalui dua tahap,
pertama melalui metode pengorganisasian kelompok perempuan sasaran, serta pelatihan.

Metode pengorganisasian ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama
(KPuK) untuk membentuk RKP, salah satunya RKP Griya Baca Malang. Mitra KPuK
berperan dalam mengidentifikasi lokasi dan kelompok perempuan sasaran.
Pengorganisasian bertujuan untuk memperkuat kemampuan perempuan dalam
memahami potensi kepemimpinan mereka sendiri, mengidentifikasi pihak lain yang dapat
berkolaborasi, dan menemukan pendekatan yang sesuai dengan konteks, misalnya melalui
forum pertemuan, pelatihan, serta pemberdayaan. Dalam prosesnya, pengorganisasian
tersebut dilakukan dengan tahapan berikut: (1) pembentukan dan penentuan tujuan rkp
yang meliputi proses mengikutsertakan perempuan-perempuan dalam pembentukan rkp
griya baca malang; (2) penyusunan aturan organisasi; (3) identifikasi permasalahan; (4)
identifikasi potensi sumber daya manusia (baik dalam kelompok maupun dalam
masyarakat) serta potensi jejaring sosial yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat
organisasi dan anggotanya; (5) rencana kegiatan dan pelaksanaannya.

Setelah proses pengorganisasian melalui RKP terbentuk, tahapan yang dapat
dilakukan berikutnya adalah penguatan kepemimpinan perempuan melalui
program/kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan. Kegiatan ini berfokus pada
topik Politik dan Perempuan dengan beberapa indikator yang menjadi pedoman dan fokus
utama meliputi: (1) kemampuan perempuan mengartikulasikan kebutuhan dan
kepentingannya; (2) kemampuan perempuan untuk memutuskan mengenai dirinya
sendiri; (3) kemampuan perempuan mengidentifikasi saluran/akses partisipasi; (4)
membangun kesadaran dan pemikiran kritis perempuan. Indikator ini mencerminkan
kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi perempuan

3.Hasil dan Pembahasan

3.1. Inisiasi Pengorganisasian Perempuan

Mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah lembaga swadaya
masyarakat yaitu Koalisi Perempuan untuk Kemanusiaan (KPuK). Sebagai organisasi
dengan basis perempuan, KPuK terus melakukan penyempurnaan kelembagaan dan arah
gerakan. Membangun Rumah Kepemimpinan Perempuan adalah salah satu program yang
di advokasikan sebagai suatu model untuk direplikasi beragam pihak, terutama
pemerintah daerah.
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Upaya untuk menghasilkan perempuan kader kepemimpinan yang mampu
menggerakkan aksi perubahan terus didorong di tengah permasalahan posisi dan kondisi
perempuan di Malang. Permasalahan yang tengah dihadapi mitra saat ini adalah persoalan
perkawinan dini, terutama bagi perempuan yang belum mendapatkan perhatian
penanganan segera. Data pengajuan dispensasi nikah dapat ditunjukkan pada Gambar 2.

GRAFIK PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH

2017 2018 2019 2020 2021

Gambar 2. Data KPuK tentang Grafik Pengajuan Dispensasi Nikah

Berdasarkan catatan KPuK pada tahun 2022 rendahnya perhatian tersebut mulai dari
keluarga yang mengabaikan hak perlindungan dan pendidikan anak, masyarakat yang
cenderung permisif dan pembuatan kebijakan yang tidak menempatkannya sebagai
masalah mendesak dan serius.

Data formal yang tersaji memungkinkan jauh lebih banyak, mengingat fakta di
lapangan berpotensi menguak fakta yang jauh lebih banyak. Hal ini disebabkan penggalian
data sangat terbatas cakupannya, atau terdapat kasus yang tidak dilaporkan, bahkan
sengaja disembunyikan dengan beragam alasan. Umumnya, persoalan tersebut terlihat
dari bagaimana akses kontrol atas sumberdaya dan peran dalam pembangunan yang
timpang antara laki-laki dan perempuan. Seringkali perempuan hanya ditempatkan dalam
posisi yang tidak strategis, baik dalam organisasi, pekerjaan, maupun partai politik (Rahim,
2016). Permasalahan ini semakin memposisikan perempuan sebagai kelompok paling
rentan di masyarakat. Mengingat, secara ekonomi perempuan lebih miskin karena
biasanya tidak menguasai sumber daya ekonomi yang berarti. Secara sosial, perempuan
biasanya mengambil peran ibu rumah tangga dan sibuk melakukan kegiatan domestik
rumah. Secara politik, perempuan biasanya diposisikan bukan sebagai pengambil
keputusan.

Tantangan seperti stereotip gender (Pahlevi et al., 2023) dan beban kerja ganda (Huda,
2021) tetap menjadi kendala utama. Sebagaimana hasil identifikasi tim pengabdian kepada
masyarakat, setidaknya terdapat dua permasalahan utama yang dialami kelompok
sasaran, yaitu permasalahan yang berasal dari urusan domestik sebab perannya sebagai
seorang ibu rumah tangga dan permasalahan yang berasal dari dalam dirinya sendiri
sebagai seorang perempuan. Mayoritas peserta pengabdian umumnya mengalami
permasalahan pada ruang domestik, baik posisinya sebagai ibu rumah tangga, maupun
perempuan pencari nafkah. Perempuan cenderung menghadapi permasalahan mengenai
biaya sekolah anak, lingkungan pergaulan anak, suami, biaya kesehatan, dan ekonomi
sehingga pada situasi tertentu mereka harus menghadapi beban kerja ganda. Dampak yang
sering dialami adalah mengenai kesehatan mental, terutama stres sebagai efek beban kerja
ganda. Selain itu adapun permasalahan mengenai kesehatan fisik, yaitu kelelahan dan
menstruasi yang tidak lancar.
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Diperlukan dukungan melalui program pemberdayaan perempuan melalui
pelatihan, seminar, dan kebijakan yang ramah gender, serta pengorganisasian komunitas
perempuan agar mereka dapat membangun jaringan dan organisasi yang mendukung
kemajuan mereka. Pemberdayaan perempuan mengacu pada proses partisipasi
perempuan dalam aspek sosial, ekonomi, dan politik (Firmansyah et al., 2021). Salah satu
langkah awal yang dapat dilakukan adalah pengorganisasian kelompok perempuan. Ini
dapat mendorong dan memperluas jejaring kelompok perempuan di Malang. Upaya ini
setidaknya dapat menunjang kelompok perempuan dalam memahami potensi
kepemimpinan mereka sendiri, mengidentifikasi pihak lain yang dapat berkolaborasi, dan
menemukan pendekatan yang sesuai dengan konteks, misalnya melalui forum pertemuan,
pelatihan, serta pemberdayaan.

Pemberdayaan perempuan diarahkan lewat pengorganisasian, bukan memberikan
bantuan yang bersifat jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan.
Pengorganisasian dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian perempuan agar
mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta terlibat aktif dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dalam keluarga, masyarakat, dan
sistem negara. Melalui wadah organisasi tersebut, perempuan dapat didorong untuk
mentransformasikan peran gendernya, baik dengan penguatan kapasitas individu dan
akses untuk berperan aktif dalam forum di berbagai tingkatan. Hal tersebut dapat
memperkuat posisi perempuan termasuk mendorong kepemimpinan perempuan yang
berbasis power within yaitu kepemimpinan yang mengedepankan aksi kolektif atau yang
dikenal dengan kekuasaan sosial (social power) (Namirah et al., 2023). Dengan demikian,
potensi dan suara individu perempuan menjadi lebih kuat sehingga tidak lagi diabaikan.
KPuK selaku mitra kerjasama, menginisiasi pengorganisasian melalui terbentuknya RKP
Griya Baca kota Malang. Kegiatan dapat disajikan pada Gambar 3.

Inisiasi pengorganisasian ini meliputi kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerjasama
(KPuK) untuk membentuk Rumah Kepemimpinan Perempuan (RKP), salah satunya RKP
Griya Baca Malang. Mitra KPuK berperan dalam mengidentifikasi lokasi dan kelompok
perempuan sasaran. Dalam prosesnya, pengorganisasian tersebut di inisiasi dengan
merangkul komunitas Griya Baca di kota Malang dengan mengikutsertakan perempuan
dan Ibu Rumah Tangga dalam membentuk RKP. Proses pengorganisasian ini bertahap
sehingga penyamaan persepsi atas tujuan organisasi ditentukan bersama. Setelah proses
pengorganisasian dilakukan, penyusunan aturan organisasi, identifikasi masalah dan
potensi sumber daya, serta rencana kegiatan ke depan turut dilakukan.

Gambar 3. Pengorganisasian Perempuan Melalui RKP Oleh KPuK
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Fase ini sangat menunjang kelompok perempuan di komunitas tersebut semakin berdaya
dengan adanya wadah untuk menggali potensi kolaborasi, memahami potensi
kepemimpinan mereka sendiri, serta penguatan jejaring antar perempuan.

3.2. Penguatan Kepemimpinan Perempuan melalui Rumah Kepemimpinan Perempuan

Setelah proses pengorganisasian melalui RKP terbentuk, tahapan yang dapat
dilakukan berikutnya adalah penguatan kepemimpinan perempuan melalui
program/kegiatan kepemimpinan perempuan. Kegiatan ini berfokus pada topik Politik
dan Perempuan. Beberapa indikator yang menjadi pedoman dan fokus utama meliputi: (1)
kemampuan perempuan mengartikulasikan kebutuhan dan kepentingannya; (2)
kemampuan perempuan untuk memutuskan mengenai dirinya sendiri; (3) kemampuan
perempuan mengidentifikasi saluran/akses partisipasi; (4) membangun kesadaran dan
pemikiran kritis perempuan. Indikator ini mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan
tantangan yang dihadapi perempuan.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan kepemimpinan perempuan dalam
organisasi dan institusi pemerintahan secara positif, menyoroti kemampuan perempuan
mempertahankan karakter feminin, seperti sikap mengayomi bawahan. Namun realitas
kepemimpinan perempuan juga menghadapi fenomena yang kompleks. Studi mengenai
kepemimpinan perempuan banyak difokuskan pada hambatan hambatan multidimensi
yang dihadapi oleh perempuan, misalnya pada aspek sosio kultural, budaya patriarki, dan
aspek struktural. Tanpa kesadaran kritis dan posisi strategis, pemimpin perempuan akan
sulit menghasilkan kebijakan yang berperspektif gender. Selain itu, institusi parlemen dan
partai politik yang bersifat patriarkis seringkali mempengaruhi pemimpin perempuan
untuk menerapkan kebijakan dengan karakter maskulin (Famelasari et al., 2021).

Upaya penguatan kepemimpinan perempuan diarahkan untuk meningkatkan
kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor, baik publik maupun
privat. Program ini bertujuan untuk mengatasi hambatan struktural dan sosial-budaya
yang sering membatasi keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan,
kepemimpinan, dan pembangunan masyarakat. Kepemimpinan perempuan memiliki
karakteristik yang unik, seperti kemampuan multitasking, pendekatan kolaboratif, dan
empati (Bahri et al., 2022), yang memungkinkan mereka untuk menciptakan organisasi
yang lebih inklusif, sehat, dan inovatif. Selain itu, perempuan sering menunjukkan
keterampilan membangun hubungan yang lebih baik (Prastio et al., 2021), baik di
lingkungan profesional maupun sosial. Riset juga menunjukkan bahwa representasi
perempuan di sektor kepemimpinan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
dan kinerja organisasi (Halilah, 2012).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memfasilitasi proses penguatan
kepemimpinan perempuan melalui program kepemimpinan perempuan di RKP Griya
Baca Malang (Gambar 4). Salah satu pokok perhatian dalam forum dan program tersebut
adalah membangun kesadaran kolektif. Kesadaran kelompok harus menjadi nilai bersama
dalam setiap perempuan sehingga organisasi akan memiliki nilai, pandangan dan upaya-
upaya bersama yang lebih kuat untuk merebut pengakuan dan ruang-ruang publik. Hal ini
termasuk menyuarakan kepentingan perempuan sebagai bagian penanganan persoalan
perempuan lainnya. Proses ini juga menyoroti penguatan pemahaman pentingnya proses
edukasi, advokasi, komunikasi dan konsolidasi penguatan kelompok perempuan. Proses
ini mendiskusikan tentang urgensi dan upaya perlindungan perempuan dalam rangka
peningkatan kualitas hidup. Selama ini, perempuan telah terkekang oleh stigma atas nilai
yang menempatkannya harus menerima keadaan dan posisi di belakang laki-laki
(Khurunin, 2020), hanya sebagai pendukung dan dianggap tidak pantas untuk memimpin.
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Gambar 4. FGD Penguatan Kepemimpinan Perempuan

Akibatnya, kepercayaan diri perempuan tergerus, mereka cenderung bergantung pada
orang lain (terutama laki-laki), dan enggan mengambil kendali atas kehidupan mereka
sendiri. Padahal terdapat ruang dan peluang yang sama dan setara bagi perempuan untuk
menjadi pemimpin di ranah publik (Yusuf, 2015).

Perempuan jarang diajarkan untuk bersuara, dan seringkali aspirasinya diwakilkan
oleh pihak lain, terutama laki-laki. Mereka kurang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
dan lingkaran sosial mereka terbatas dalam hal mobilitas dan ruang lingkup pembicaraan.
Banyak perempuan yang tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari desa atau
kecamatan mereka guna mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru. Ketika terlibat
dalam organisasi, fokus perempuan cenderung terbatas pada urusan rumah tangga yang
dianggap sebagai tanggung jawab masing-masing individu. Hal ini menyebabkan
kurangnya pemahaman perempuan terhadap isu-isu besar di sekitarnya.

Membangun kepemimpinan perempuan adalah proses kesadaran jangka panjang
bahwa perempuan, seperti halnya laki-laki, memiliki keinginan, impian, kebutuhan, dan
aspirasi. Pada tingkat individu, pengembangan kepemimpinan berarti meningkatkan
keyakinan akan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta mengaktifkannya. Perempuan
memiliki hak untuk membuat keputusan dan harus dihormati. Kepemimpinan perempuan
memiliki keunggulan karena dianggap lebih mudah peka, sikap lembut, intuitif, dan
sistematis (Fitriana et al., 2021). Tidak jarang, kepemimpinan perempuan dianggap dapat
menggabungkan pendekatan informal yang membuatnya lebih efektif dalam merumuskan
tujuan yang lebih konkret. Banyak situasi yang membuat perempuan merasa kurang
mampu, kurang percaya diri, dan cenderung bergantung pada orang lain. Sebagai contoh,
perempuan sebagai istri sering kali bergantung pada suami atau pria lainnya. Peran dan
posisi perempuan sering dianggap remeh dan tidak bermakna dalam banyak kasus.
Pandangan ini tidak hanya berasal dari masyarakat secara umum yang masih
menempatkan perempuan sebagai anggota kelas kedua, tetapi juga seringkali berasal dari
dalam diri perempuan sendiri. Perempuan dianggap dan mungkin merasa kurang kuat,
mudah menyerah, dan tidak perlu memiliki ambisi untuk mencapai hal-hal yang strategis
baik bagi dirinya maupun masyarakatnya.

Struktur dan budaya dalam masyarakat seringkali menempatkan perempuan pada
situasi yang membuat mereka terlihat tidak mampu dan kurang berharga (Maulidia, 2021).
Sebagai contoh, dalam masyarakat, aspirasi perempuan seringkali kurang didengar atau
diwakilkan oleh laki-laki. Akibatnya, perempuan seringkali kesulitan untuk
menyampaikan aspirasi mereka sendiri. Pada kenyataannya, perempuan adalah individu
yang mandiri, memiliki kebutuhan, dan memiliki aspirasi sendiri, sama seperti halnya
dengan laki-laki (Hilmiati et al., 2022).
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Perempuan pemimpin yang akan memiliki pandangan jauh ke depan mampu
mengidentifikasi kondisi serta merumuskan gagasan menjadi strategi baru, serta
mengkomunikasikan potensi-potensi untuk menginspirasi orang lain. Perempuan dengan
visi mampu memproyeksikan pencapaian yang diinginkan di masa depan dan memiliki
pemahaman akan cara mencapainya. Mereka juga mempertimbangkan segala aspek
kehidupan mereka, termasuk mengelola risiko dan menghindari kegagalan. Salah satu ciri
perempuan visioner adalah optimis dan memancarkan aura positif, yang membuat mereka
tampil percaya diri dan bangga dengan pilihan hidup mereka. Bagi perempuan visioner,
pencapaian pribadi dan manfaat bagi masyarakat menjadi ukuran keberhasilan kerja
mereka. Dengan meningkatkan akses perempuan ke posisi kepemimpinan, diharapkan
dapat terjadi transformasi sosial yang mendorong kesetaraan gender dan pembangunan
yang lebih adil.

3.3. Respon Peserta Atas Urgensi Partisipasi Perempuan dalam Proses Politik

Pada program ini kelompok perempuan didorong untuk memahami urgensi
keterlibatan perempuan dalam proses-proses politik, misalnya turut serta terlibat dalam
organisasi, mengemukakan pendapat dan tuntutan, serta terlibat dalam proses
pengambilan keputusan. Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pre-test tentang
persepsi awal peserta terhadap praktik politik di kehidupan sehari-hari. Mayoritas dari
peserta mengidentifikasikan praktik politik dalam kehidupan sehari-hari dalam konotasi
negatif, seperti praktik politik uang, kebijakan publik yang meresahkan, dan sifat-sifat
negatif seperti tegang, pusing, ribet, curang, dan berdebat karena berbeda pendapat.
Sedangkan beberapa peserta melihat praktik politik dalam konotasi positif seperti adanya
pemerintahan dan hukum yang penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan
keteraturan masyarakat. Data persepsi tersebut dapat disajikan pada Gambar 5.

PERSEPS| PEREMPUAN DI RKP GRIYA BACA
KOTA MALANG TERHADAP POLITIK

NEGATIF

« POSITIF

Audiens mengartikan politik dalam
aspek  politik formal  seperti
arganisasi, partai politik, negara,
hukum n

]
Gambar 5. Persepsi Perempuan Terhadap Praktik Politik

Peserta kegiatan memaparkan pengalaman keterlibatannya dalam Pemilu yang
perannya terbatas sebagai pemilih (voters). Pada posisi ini mereka seringkali hanya
dijadikan objek untuk mendulang suara tanpa diperhatikan kedudukannya sebagai
perempuan yang memiliki kebutuhan atas situasi khusus. Artinya seringkali mereka
diabaikan ketika masa pemilihan telah selesai tanpa ada tindak lanjut kehadiran suatu
kebijakan yang menunjang mereka untuk berdaya. Pada fase ini, peserta melihat urgensi
partisipasi politik bagi perempuan untuk memperkuat jejaring mereka dan melakukan
kolaborasi. Inisiasi pengorganisasian perempuan di RKP Griya Baca Malang adalah salah
satu wadah bagi mereka untuk turut serta dalam partisipasi.
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Partisipasi politik merupakan kegiatan yang memiliki korelasi dengan kepentingan
masyarakat artinya bergabung di dalam forum publik atau kegiatan kemasyarakatan yang
sifatnya informal merupakan bagian dari partisipasi politik. Wadah untuk terlibat dalam
kegiatan partisipasi politik dibedakan menjadi dua yakni, organisasi pemerintah dan
organisasi non-pemerintah. Dari hasil diskusi, peserta dapat mengidentifikasi dan
memanfaatkan wadah dan saluran informasi yang dapat mereka akses baik sifatnya
informal maupun formal. Misalnya organisasi perempuan, forum PKK (Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga), forum kultural pengajian, kepanitiaan kegiatan desa/kecamatan,
serta fasilitas sekolah kejar paket yang disediakan pemerintah.

Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat, perempuan di Rumah
Kepemimpinan Perempuan (RKP) Griya Baca kota Malang mengalami peningkatan
pemahaman dan kesadaran akan pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik.
Pertama, indikator dalam kemampuan perempuan dalam mengartikulasikan kebutuhan
dan kepentingannya. Hal ini terlihat dalam kemampuan peserta dalam mengidentifikasi
hak, peran, dan kesempatan dalam mendapatkan akses politik. Perempuan mampu
mengidentifikasikan hak nya dalam mendapatkan pendidikan politik maupun identifikasi
peran dan akses dalam politik dapat dilihat melalui jawaban akan pertanyaan hal yang
menarik dari diskusi adalah dapat bertukar pendapat akan masalah perempuan dan politik
serta bertukar pengalaman khususnya dalam membedakan hal yang privat dan publik; (2)
kemampuan perempuan untuk memutuskan mengenai dirinya sendiri. Hal ini dapat
dilihat dengan perempuan yang mulai memahami hak, peran serta kesempatan akses
dalam politik sehingga perempuan mampu memutuskan akan diri nya sendiri; (3)
kemampuan perempuan mengidentifikasi saluran/akses partisipasi.

Perempuan dapat memahami arti politik dan mulai memahami partisipasi politik
dapat dilakukan tidak terbatas hanya dengan melalui pencalonan dalam pemilihan umum.
Kemampuan perempuan meningkat dengan mengetahui bahwa melalui keputusan dalam
diskusi dapat dikatakan sebagai partisipasi politik di forum lembaga tertentu; (4)
membangun kesadaran dan pemikiran kritis perempuan. Dalam Indikator ini
mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan yang dihadapi perempuan. Perempuan
sudah mampu berpikir kritis akan kebutuhan wanita dan mengidentifikasikan aspirasi
bagi politisi seperti kesehatan terkait kewanitaan, tumbuh kembang anak selama
kandungan, dan yang paling utama adalah mengidentifikasikan tantangan akan
perempuan akan perkembangan dan kebutuhan wanita dalam hidup yang terbatas akan
kebutuhan keluarga dan menempatkan keluarga diatas segalanya dengan
menomorduakan diri sendiri, serta mengidentifikasikan masalah perempuan yang
seharusnya merupakan masalah publik.

Perempuan mandiri akan memiliki beberapa unsur sikap seperti memegang kendali
diri sendiri. Artinya mereka berarti memahami kemampuan yang dimiliki dan
menggunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan dan aspirasi, sembari menyadari
keterbatasan yang ada. Keterbatasan merupakan hal yang umum dialami oleh semua
orang, termasuk perempuan, namun yang penting adalah bagaimana usaha untuk
mengatasinya. Selain itu, perempuan tidak bergantung pada pihak lain, berarti bahwa
perempuan memiliki kemampuan untuk membuat keputusan tentang keinginan,
kebutuhan, dan strategi yang diperlukan untuk mencapainya (Junaenah, 2014). Perempuan
memiliki kemandirian untuk menentukan arah dan tujuan yang diinginkan dalam hidup
mereka. Termasuk juga berani menghadapi potensi kekerasan fisik dan pelecehan seksual,
adalah kemampuan untuk menghadapi situasi di mana perempuan masih rentan terhadap
berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan, baik dari individu di sekitarnya maupun dari
masyarakat yang merendahkan peran mereka (Nurtjahyo, 2020).
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Perempuan yang mandiri memiliki keberanian untuk menanggapi situasi tersebut dengan
berbagai strategi yang dianggap sesuai. Terakhir, sikap lebih jelas dengan prioritas diri,
yaitu perempuan yang mandiri mengutamakan aspirasinya sendiri, bukan terpengaruh
oleh orang lain yang mungkin tidak selalu sesuai. Mereka memahami pengalaman hidup
mereka sendiri dengan baik dan paling mengerti hal-hal yang paling penting dalam hidup
mereka.

4. Kesimpulan

Perempuan sering menghadapi tantangan sosial yang kompleks dan berbagai
sentimen negatif. Upaya penanganan dan pencegahan situasi atas permasalahan
perempuan membutuhkan inisiatif penguatan kepemimpinan perempuan. Beberapa studi
tentang kepemimpinan perempuan menempatkan urgensi atas akses terhadap
kemampuan dan hak kepemimpinan kaum perempuan. Kegiatan pengabdian ini
memfasilitasi perempuan untuk berdaya, dengan melakukan inisiasi pengorganisasian dan
mendorong program kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan. Pemberdayaan
perempuan diarahkan lewat pengorganisasian, bukan memberikan bantuan yang bersifat
jangka panjang dan menimbulkan ketergantungan.

Pengorganisasian dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian perempuan agar
mereka dapat mengambil keputusan sendiri serta terlibat aktif dalam proses pengambilan
keputusan yang mempengaruhi kehidupan dalam keluarga, masyarakat, dan sistem
negara. Dengan berorganisasi, potensi dan suara individu perempuan menjadi lebih kuat
sehingga tidak lagi diabaikan. Penguatan kepemimpinan perempuan juga terus didorong
sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, peran, dan partisipasi perempuan dalam
berbagai sektor, baik publik maupun privat. Program ini bertujuan untuk mengatasi
hambatan struktural dan sosial-budaya yang sering membatasi keterlibatan perempuan
dalam pengambilan keputusan, kepemimpinan, dan pembangunan masyarakat. Salah satu
pokok perhatian dalam forum dan program tersebut adalah membangun kesadaran
kolektif. Kesadaran kelompok harus menjadi nilai bersama dalam setiap perempuan
sehingga organisasi akan memiliki nilai, pandangan dan upaya-upaya bersama yang lebih
kuat untuk merebut pengakuan dan ruang-ruang publik. Hal ini termasuk menyuarakan
kepentingan perempuan sebagai bagian penanganan persoalan perempuan lainnya.
Dengan demikian, kegiatan penguatan kepemimpinan perempuan diharapkan
menghasilkan perubahan yang dimulai dari diri perempuan tersebut, baik membangun
kesadaran mengenai konsep diri yang kuat dan mandiri, serta memiliki potensi dan
kelebihan yang sama. Tak hanya itu, pada level yang lebih tinggi, munculnya kesadaran
dan aksi bersama membangun kekuatan perempuan untuk terlibat dalam proses
pengambilan keputusan dan penanganan (advokasi) masalah-masalah perempuan.
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